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Baru Ada 65 Lokas Kampung Nelayan

Komisi IV Desak KKP Kejar
Target Bangun 1.269 KNVIP

Senayan menyoroti pembangunan Kampung Nelayan
Merah Putih (KNMP) yang baru selesai di 65 lokasi
dari target 1.269 KNMP. Pekerjaan besar ini perlu
dipercepat guna meningkatkan taraf hidup nelayan.

ANGGOTA Komisi [V DPR
Johan Rosihan mengatakan,
pembangunan KNMP ini meski
diikuti dengan satu ukuran utama,
vaitu semakin baiknya kehidupan
nelayan dan keluarga pesisir.
“Saya ingin setiap angka tam-
bahan itu berarti ada keluarga
nelayan vang kehidupannya ikut
membaik. Jadi vang kita kejar bu-
kan hanya jumlah kampungnya,
tetapi juga kenaikan pendapatan
nelayannya,” kata Johan di Ja-
karta, Kamis (17/0/2026).

Sebelumnya, Pemerintah
menargetkan pembangunan 5 tibu
lokast KNMP di seluruh Indone-
sia hingga tahun 2029, Sedangkan
tahun 2026, pembangunan ditar-
getkan di 1.269 lokasl. Saat ini
sebanyak 63 lokasi tahap per-
tarma telah selesai 100 persen dan
beroperasl. Sermentara pekerjaan
fistk juga sudah dimulai di 1090
tittk lokasi pada tahun ini.

Johan melanjutkan. optimisme

Pemerintah perlu didukung deng-
an pengawalan terhadap kualitas
pembangunan, keslapan opetasio-
nal, serta manfaat ekonomi yang
diterima masyarakat pesisir. Bila
negara telah menyiapkan sekitar
Rp10 triliun uniuk 1.269 kam-
pung, publik perlu mendapatkan
satu angka yang sederhana.
"Berapa persen pendapatan
nelayan naik setelah KNMP ber-
opetasi? Angka itulah yang akan
menjadi cerita keberhasilan pro-
gram ini," tandas politisi PKS ini.
Menurut Johan, pengalaman
dari 685 KNMP tahap pertama
dapat menjadi pijakan untuk
mengukur manfaat program
tersebut. Berdasarkan data dari
Kementerian Kelautan dan Peri-
kanan (KKP) hingga 14 Agustus
2026, uji coba operasional di 65
KNMP telah mencatat pengiil-
man sekitar 273.6 ton hasil peri-
kanan senilal Rp 11,10 miliar.
Komaoditas yang dipasarkan
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Johan Rosihan

antara lain tuna, cumi. gurita,
tongkol, bawal, ikan demersal,
dan kakap putih. Hasil terse-
but berasal darl sejumlah dae-
rah, seperti Sumbawa (Nusa
Tenggara Timur), Lampung,
Pandeglang (Banten). Sinjai
(Saluwesi Selatan), Lombok
Tengah (NTT), Gorentalo. Tual
(Maluku), Konawe {Sulawesi
Tenggara), dan Merauke (Papua
Selatan).

Menurut Johan, hasil tersebut
merupakan awal yang baik Narun,
sekarang perlu melihat lebih jauh.
Dari transaksi Rp 11,1 miliar ifu,

berapa nilai tambah yang tinggal di
kampung dan berapa yang masuk
ke tumah tangga nelayan. "Apakah
nelayan mendapatkan harga ikan
yang lebih baik dibanding sebelum
fasilitas KNMPberaperasi.” katadia.
Menuruenya, fasilitas sepetti
dermaga, cold storage (tuang
pendingin), pabrik es, tlempat
pelelangan ikan, Stasiun Pen-
gisian Bahan Bakar Nelayan
[SPBN). maupun sarana pendu-
kung lainaya perlu dipandang
sebagai instrumen untuk meng-
gerakkan ekonomi pesisir.
“Dermaga, cold storage, pabrik
es. dan tempat pelelangan adalah
alat. Tujuan akhirnya adalah
nelayan pulang membawa peng-
hasilan yang lebih baik untuk ke-
luarganya," tandas legislator asal
Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Johan berpendapat, kebutihan
angparan sekitar Rp 10 triliun
sebagai Investasi besar negata
untuk menciptakan pusat-pusat
pertumbuhan ekonom! baru
di pesisir. Karena itu. desain
pembangunan perlu disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat di
masing-masing wilayah.
Dia melanjutkan. setlap kam-

pung mempunyai kebutuhan yang
berbeda. Ada nelayan yang mem-
butuhkan es agar tkan bertahan
lehih lama, ada yang membutuli-
kan cold storage, dermaga, BBM,
akses transportas, atau kepastian
pembell. ' Dengarkan nelayannya,
petakan kebutuhannya, lalu ban-
gun fasilitas yang paling mampu
menggerakkan ekonomi mereka,”
saran Johan,

Ia menilal, pembangunan infra-
struktur perlu berjalan bersama
penguatan koperasi, pengelolaan
profesional, akses pembiavaan, dan
kepastian pasar. Dengan demikian,
investasi Pemerintah dapat terus
menghasilkan aktivitas ekonomi
setelah pembangunan fisik selesai

Untuk itu, Johan mendorong
KKP membuat ukuran manfaat
KNMP yang sederhana dan dapat
dipantau publik. Selain jumlah
kampung yang selesai dibangun,
Pemerintah dapat menampilkan
volume ikan yang dipasarkan,
nilai transaksl, jumlah nelayan
penerima manfaat, perubahan
harga jual tkan, omzet koperasi,
serta perubahan pendapatan ne-
layan sebelum dan setelah KNMP
beroperasi. m TiF
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